	Harian
	:
	Mercusuar
	Kasubaud
Sulteng  I

	Hari, tanggal
	:
	Jumat, 02 Desember 2011
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom 2-4;halaman 11 kolom 1-3
	

	Entitas
	:
	Provinsi Sulteng
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PDIP Siap Memberi Keterangan

- PENAKSIRAN

Masih menurutnya, untuk permintaan
keterangan ditahap penyelidikan itu, masih tetap
dari Pemda Sulteng, yakni tim penaksir dan
penilai. Sebab jadwalnya sembilan orang yang
akan dimintai keterangan, tapi hadir hanya empat,
yakni Muhdar, Nurdiana Saman, Hendra dan
Meny P Kasaedja. Sementara lima lainnya, tidak
hadir karena masih tugas di luar kota. “Muhdar
adalah kasubag Inventarisasi dan aset, serta
masuk tim penaksir. Nurdiana Saman dan Hendra
masuk tim penilai, sedangkan Meny P Kasaedja
adalah mantan Kasubag di Biro Perlum,” jelasnya
tanpa menyebutkan identitas lima orang yang
belum hadir.

Ditambahkan Kaharuddin, permintaan
keteO\rangan terhadap PDIP Sulteng, belum

' dilakukan. Hanya saja, PDIP telah menyerahkan

data-data terkait status tanah di Jalan Basuki
Rahmat itu.

Terpisah, wakil ketua PDIP Sulteng bidang

hukum, Yusuf Hasmin didampingi ketua Badan
Bantuan Hukum, Rusmin Hamzah mengakui
bahwa PDIP telah menyerahkan beberapa data
ke penyidik Kejari Palu, terkait tanah di Jalan
Basuki Rahmat. Diantaranya, surat berita acara
pengembalian asset tanah dari Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) ke Pemda Sulteng, MoU pinjam
pakai tanah tahun 2005 nomor: 011/222/
RO.Perlum-G.ST/2005 serta surat penyerahan
asset dari Gubemur Sulteng Ghalib Lasahido ke
PDI tahun 1981 nomor: Sospol 1/45/287/81.
“Penyerahan data terkait kasus tersebut meru

...............sambunéan dari hal. 1

pakan upaya PDIP mendukung proses penegakan
hukum. Dengan harapan, kedepan kasus-kasus
serupa dapat pula terungkap,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, berita acara pengembalian.aset
tanah dari PDI ke Pemda Sulteng sebenarnya
cacat hukum. Sebab kop surat pengembalian
tanah itu memakai kop surat PDI, tapi nomor surat
Perlum. Selain itu, pihak yang menyerahkan tanah
pada saat itu, tidak lagi menjabat ketua PDI.

Masih menurut Yusuf, walaupun telah
menyerahkan data ke penyidik, tapi pihaknya
(PDIP Sulteng) belum dipanggil resmi untuk
dimintai keterangan. “Jika akan dipanggil penyidik,
tentunya harus secara kelembagaan. Nanti
lembaga yang akan menunjuk siapa yang memberi
keterangan,” tutupnya. ack
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4 Dum Aset Tanpa Penaksiran

PALU, MERCUSUAR - Pelanggaran
saat proses dum aset pemerintah
daerah (Pemda) Sulteng berupa sebi-
dang tanah di Jalan Basuki Rahmat,

Kecamatan Palu Selatan, semakin jelas.

Pasalnya, penetapan harga dum tanah
tanpa dilakukan penaksiran dan peni-
kian oleh tim penaksir dan penilai.

“Tim penaksir dan penilai tidak
mehksanakan tugasnya, karena berita
acara tentang penaksiran dan

penilian tidak ada,” ungkap Kepal
Kejaksaan Negeri (Kajari) Palu, M
Adam mehlui Kepala Seksi Intel,
Kaharuddin Kasim, usai penyidik
meminta keterangan tim penaksir dan
tim penilai yakni, Muhdar, Nurdiana
Saman, Hendra dan Meny P Kasaedja,
Kamis (1/12) sore.

Penetapan harga dum tanah
tersebut, lanjut Kaharuddin, hanya
mengacu pada nilai jual objek pajak

(NJOP) dari kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan. Sehingga, hal-hal
lain yang harusnya ikut
diperhitungkan dalam penentuan
harga dum, tidak diniki.

“Pastinya, harga dum hanya
mengacu NJOP” tuturnya tanpa
bersedia menyebutkan harga dum.

Baca PENAKSIRAN di hal.11




